








1.  Nama Unit Organisasi :

2.  Urusan Bidang : Keuangan

3.  Tugas
:

4.  Fungsi :

a.

b. Pelaksanaan  yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan ketatausahaan  yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; 

d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;

e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Pembinaan UPTB;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Tujuan/Sasaran Satuan Definisi Operasional Rumus Penghitungan Sumber Data Penanggung Jawab

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tujuan: 

Meningkatnya 

Kapasitas Fiskal 

Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah 

yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk 

berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

2 SS1: Meningkatnya 

Kredibilitas 

Penerimaan 

Pendapatan Dari 

Perencanaan Awal

Persen % Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue 

Mobilization) 

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh 

Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan 

yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan 

asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah 

dalam belanja APBD

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah

Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

IKSS.1 

Deviasi Realisasi PAD Terhadap 

Anggaran PAD Dalam APBD 

(Revenue Mobilization)

(3)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

y= (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
− 1 x 100%)

Dimana :

y = Nilai Deviasi

Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n

Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

Dimana:

KFDProvinsi = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

TKD = Transfer ke Daerah

PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah

LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

OTSUS = Dana Otonomi Khusus

DTI = Dana Tambahan Infrastruktur

DAIS = Dana Istimewa

BP = Belanja Pegawai

BBH = Belanja Bagi Hasil 

BB = Belanja Bunga

PUD = Pembayaran Utang Daerah



No Tujuan/Sasaran Satuan Definisi Operasional Rumus Penghitungan Sumber Data Penanggung JawabIndikator Kinerja Utama

3 SS2: Meningkatnya 

Kemandirian Fiskal 

Daerah

Indeks Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur 

kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah 

Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. 

Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara 

pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan 

transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian 

fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah 

bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal

TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana 

Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah 

(Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA 

Kehutanan

REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

4 SS3: Meningkatnya 

pertumbuhan 

pendapatan daerah 

dalam APBD

Persen % Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD 

Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai 

penyelenggaraan kewenangan

Dimana :

Pendapatan n     = Pendapatan tahun ke n

Pendapatan n-1  = Pendapatan tahun ke (n-1)

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

5 SS4: Meningkatnya 

Kontribusi Rasio 

Pajak Daerah 

terhadap PDRB

Persen % Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. 

Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah 

kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS 

Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)
Dimana :

Pajak Daerah	:	realisasi pajak daerah 

PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

6 SS5: Meningkatnya 

kontribusi PAD 

terhadap Pendapatan 

Daerah

Persen % Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 

dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai 

realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah Dimana :

PAD	:	realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Daerah	:	realisasi pendapatan daerah

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

7 SS6: Meningkatnya 

Pendapatan Daerah

Persen % Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta 

daya beli masyarakat.

Bidang P2Patda, 

Pajak, PDLL

Kepala Badan

IKSS.2

Indeks Kemandirian Fiskal 

Daerah

IKSS.3

Persentase Pertumbuhan 

pendapatan daerah dalam 

APBD

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap 

PDRB

IKSS.5

Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah

IKSS.6

Persentase Realisasi 

Pencapaian Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)

𝑦 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛
𝑥 100%

Dimana :

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n

Target Tahun n = Target Pendapatan Tahun ke n



User
Bapenda


